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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori
1. Pengelolaan Aset Daerah
Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset adalah sumber daya ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya  non keuangan  yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan aset daerah yang ada di tiap kabupaten/kota. Berkat adanya  perkembangan  aset  daerah,  secara otomatis  akan  memberikan  dampak  terhadap laporan keuangan yang ada di Kabupaten/Kota tersebut baik dari segi anggaran pengeluaran maupun penerimaan  (Slamet, 2020).

Menurut Siregar (2016: 37), aset merupakan barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang  terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang yang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun tidak terwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. 

Berdasarkan pengertian dan pengelompokkan aset daerah, maka perbedaan dari tangible asset dan intangible asset seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2.1
Perbedaan Tangible Asset dan Intengible Asset 
Sumber : (Siregar, 2016: 39)
Aset daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan  daerah, pengelolaan aset daerah memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai aset dari tahun ke tahun yang cukup  signifikan (Suwanda, 2015:7).

Menurut  Yusuf  (2015: 33) pengelolaan aset daerah adalah tahapan tahapan yang harus dilalui dalam siklus pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan tuntutan  ganti rugi.
Menurut Mahmudi (2011: 146), berdasarkan mobilitas asetnya, menyatakan bahwa barang milik daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: 

a. Benda tidak bergerak (real property), meliputi tanah, bangunan, gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, serta monument/bangunan bersejarah (heritage);
b. Benda bergerak (personal property), antara lain mesin, kendaraan, peralatan (meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak keseniaan dan kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya), serta surat-surat berharga.
Pengelolaan Aset Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Aset Milik Negara/Daerah meliputi: (PP No. 27 Tahun 2014)
a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan aset yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 

b. Pengadaan, pengadaan Aset Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan Aset Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini. 
c. Penggunaan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Aset dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 
d. Pemanfaatan, adalah pendayagunaan Aset Milik Negara/ Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah dan/ atau optimalisasi Aset Milik Negara/ Daerah dengan tidak mengubah status berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/daerah dan kepentingan umum.

e. Pengamanan dan pemeliharaan, meliputi: 1) pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; 2) pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi aset, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan 3) pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Aset. Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
f. Penilaian, adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Aset Milik Negara/ Daerah pada saat tertentu. Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
g. Pemindahtanganan, adalah pengalihan kepemilikan Aset Milik Negara/ Daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
h. Pemusnahan, adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan Aset Milik Negara/ Daerah. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Aset, untuk Barang Milik Negara; atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Aset Milik Daerah. 
i. Penghapusan, adalah tindakan menghapus Aset Milik Negara/ Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Aset dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

j. Penatausahaan, adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Aset Milik Negara/ Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pembinaan adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan Aset Milik Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan Aset Milik Daerah, apakah dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan. Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan bejalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengguna Aset dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.
2. Kompetensi SDM
Menurut Sedarmayanti (2011: 126), kompetensi merupakan karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksi kinerja yang sangat baik. Sehingga kompetensi adalah kemampuan dalam kerja dengan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta nilai-nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Wibowo (2017: 271), kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaannya. Terdapat lima indikator untuk mengukur kompetensi yaitu sebagai berikut (Wibowo, 2017: 286): 

a. Ketrampilan, adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat.
b. Pengetahuan Informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui akal yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki sekedar berkemampuan untuk menginformasikan.

c. Peran sosial, suatu tingkah laku yang diharapkan dari individu sesuai dengan status sosial yang disandangnya, sehingga peran dapat berfungsi pula untuk mengatur prilaku seseorang dapat berbeda-beda ketika ia menyandang status yang berbeda peran sosial berisi tentang hak dan kewajiban dari status sosial.
d. Citra diri, citra diri juga merupakan kesimpulan dari pandangan kita dalam berbagai peran sebagai mahasiswa, staf dan manajer atau merupakan pandangan kita tentang watak kepribadian yang kita rasakan ada pada kita seperti setia, jujur, bersahabat dan judes.
e. Sikap, merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesedian untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu.
Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga meningkatan kualitas sumber daya manusia dan terwujudnya tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Safridha, 2020: 19).
Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan  mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik. Sebaliknya, apabila kompetensi sumber daya manusia rendah, dapat menimbulkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang baik  (Pujanira, 2017: 26).
Menurut  Lubis  (2018: 24), indikator kompetensi sumber daya manusia diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Kompetensi, yaitu sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan.
b. Pendidikan dan pelatihan, yaitu sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, sehingga meningkatkan kecakapan manajerial pegawai dan pelayanan pegawai setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan.
c. Pengalaman di bidang keuangan, yaitu sumber daya manusia yang memahami teori keuangan, memahami aturan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PP No. 70 tahun 2010, dan mampu mengkomunikasikan hasil dari laporan keuangan.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Menurut Samuel (2019: 26), teknologi informasi adalah suatu gabungan dari teknologi komputasi dan komunikasi yang berbentuk sistem dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan sebagai sarana organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, selain itu teknologi informasi dapat menghasilkan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Sutabri, 2014: 3).

Menurut Prasojo dan Riyanto  (2011:1), teknologi  informasi selain  sebagai  teknologi komputer  (hardware  dan software)  untuk pemrosesan  dan  penyimpanan  informasi,  juga berfungsi  sebagai teknologi  komunikasi  untuk penyebaran  informasi. Santika (2003:73), menyatakan indikator pengukuran pemanfaatan teknologi informasi yaitu: (a) mencatat (record);  (b) menyimpan  (store);  (c) mengolah (process);  (d) mengambil  kembali  (retrive);  (e)  mengirim (transmit);  dan (f)  menerima (receive) informasi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut.

a. Faktor sosial, diartikan sebagai tingkat dimana seorang individu menganggap bahwa orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan teknologi informasi.

b. Perasaan, diartikan bagaimana perasaan individu, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi.

c. Kesesuaian tugas, kesesuaian tugas dengan teknologi informasi secara lebih spesifik menunjukkan hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kebutuhan tugas. 

d. Konsekuensi jangka panjang, konsekuensi jangka panjang diukur dari output yang dihasilkan apakah mempunyai keuntungan pada masa yang akan datang, seperti peningkatan karier dan peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting. 

e. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objektifitas yang ada di lingkungan kerja yang memudahkan pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan. 

f. Kompleksitas, didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dipersepsikan sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan (Jogiyanto, 2007: 56).

4. Kualitas Laporan Keuangan
Menurut Kasmir (2014:7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan  kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Munawir  (2002: 56),  laporan  keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Menurut Riyanto (2012: 327), laporan finansial (financial statement), memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, dimana neraca (balance sheets) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal  sendiri pada suatu saat tertentu,  dan  laporan  rugi  dan  laba  (income  statement) mencerminkan  hasil-hasil  yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun.
Menurut Rasdianto (2013: 25), kualitas laporan keuangan  merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan  para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan merupakan ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut menjadi prasyarat normatif yang diterapkan sehingga  laporan  keuangan  pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemda terdiri atas  (Ratmono & Solihin, 2015: 15):
a. Relevan, relevan mengandung pengertian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menurut informasi yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya. 
b. Andal, informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
c. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
d. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
B. Penelitian Sebelumnya yang Relevan
1. Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penelitian Rizqi (2017), pada 67 pegawai BPKA menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung.  Penelitian Ali & Kurniawaty (2017), menggunakan sampel penelitian 108 orang responden pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung,  menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung. Penelitian Fhadillah & Yudianto (2018), menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian adalah 27 Satker Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen aset berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bandung.

2. Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Penelitian Slamet (2020), menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Slogohimo. Penelitian Therisia et.al. (2020), menunjukkan bahwa kompetensi SDM mempunyai dampak positif dan dampak signifikan pada kualitas LKD.

Penelitian Gasperz (2019), menunjukkan Kompetensi SDM mempunyai dampak positif dan dampak signifikan pada Kualitas LKD. Penelitian Yaqin & Jatmiko (2018), menunjukkan bahwa kontribusi kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian Pujanira & Taman (2017), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian Desipradani & Nuraini (2018), menunjukkan bahwa kompetensi  staf  akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya.
Penelitian Ladewi et.al. (2021), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian Halim & Purnomo (2018), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di kota Salatiga.
Penelitian Ali & Kurniawaty (2017), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung. Penelitian Fhadillah & Yudianto (2018), menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bandung.
3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Penelitian Akhmad et.al. (2018), pada 41 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, dan Inspektorat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Di mana, semakin baik pemanfaatan teknologi  informasi  maka  semakin  baik  pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Penelitian Chodijah & Hidayah (2018), pad 23 SKPD dengan kriteria memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukan hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah hal ini dibuktikan dari uji parsial (Uji t). Penelitian Ulisanti & Asrori (2021), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian Muda et.al. (2017), menunjukkan bahwa pemanfaatannya teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntansi keuangan Daerah Sistem (SAKD) di Kabupaten Labuhanbatu, Indonesia. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi yang tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu. 
C. Kerangka Konseptual Penelitian
Setelah mengetahui landasan teori serta hasil penelitian terdahulu dan juga permasalahan yang ada, maka dalam melakukan penelitian ini dasar yang digunakan sebagai perumusan hipotesis, penulis sajikan dalam bentuk kerangka berpikir sebagai model dilakukannya penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.2
Kerangka Konseptual Penelitian
Keterangan :
1. (Rizqi, 2017;  Fhadillah & Yudianto, 2018).

2. (Slamet, 2020; Therisia et.al., 2020; Gasperr, 2019; Yaqin & Jatmiko, 2018; Pujanira & Taman, 2017; Desipradani & Nuraini, 2018; Ladewi et.al., 2021; Halim & Purnomo, 2018; Ali & Kurniawaty, 2017; Fhadillah & Yudianto, 2018).

3. (Akhmad et.al., 2018; Chodijah & Hidayah, 2018; Ulisanti & Asrori, 2021; Muda et.al., 2017).
D. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya  (Siyoto & Sodik, 2015: 56). Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori yang dibangun maka, hipotesis dalam penelitian ini yaitu :
1. Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik (Yusuf, 2015: 9). Penelitian Rizqi (2017), menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian Ali & Kurniawaty (2017), menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan uraian ringkas hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1
= pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi  sumber  daya  manusia penting  dalam  mengelola  dan  menyajikan informasi  keuangan  sehingga  laporan keuangan  yang disusun dapat tepat waktu  (Pujanira & Taman, 2017: 15). Apabila Sumber Daya Manusia (SDM) dapat melaksanakan sistem akuntansi jika tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang disyaratkan, maka dapat menimbulkan kendala dalam melaksanakan fungsi akuntansi, maka kualitas sistem akuntansi menjadi buruk. Jika semakin baik kapasitas  dan  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  maka  semakin  baik  juga  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah  (Yaqin & Jatmiko, 2018: 5). Penelitian Slamet (2020), menyatakan bahwa kompetensi SDM mempunyai dampak positif dan dampak signifikan pada kualitas LKD. Penelitian Gasperz (2019), menyatakan bahwa kompetensi SDM mempunyai dampak positif dan dampak signifikan pada kualitas LKD. Penelitian Pujanira & Taman (2017), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian Ladewi et.al. (2021), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian Halim & Purnomo (2018), menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Ali & Kurniawaty (2017), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan uraian ringkas hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2
= kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut mampu membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif  (Sulistyowati, 2017). Penelitian Akhmad et.al. (2018), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Chodijah & Hidayah (2018), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ulisanti & Asrori (2021), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan uraian ringkas hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3
= pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.






10





Tangible Asset





Intangible Asset





Tidak berwujud 


Sulit untuk diukur


Belum tertera dalam nilai buku 


Penilaian berdasarkan asumsi


Bisa dibeli namun tidak boleh ditiru


Dihargai dengan tujuan tertentu 


Bisa dikendalikan melalui penyetaraan


Memiliki banyak aplikasi 


Dinamis





Berwujud


Diukur dengan tepat 


Bagian dari neraca 


Investasi yang diketahui hasilnya 


Dapat dengan mudah digandakan


Terdepresiasi karena pemakaian


Bisa dikendalikan melalui control


Memiliki aplikasi terbatas 


Dapat dijumlahkan dan disimpan





Pengelolaan aset daerah


(X1)





Kualitas Laporan Keuangan (Y)





Kompetensi SDM


(X2)





Pemanfaatan teknologi informasi


(X3)









